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1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

04 September 2023
GARUDA/JKTDZ/20743/2023

Laporan Informasi atau Fakta Material PT Garuda Indonesia (Persero) Thk/

Disclosure of Information or Material Facts of PT Garuda Indonesia (Persero) Thk

Dengan hormat,

Dengan ini kami, untuk dan atas nama PT
Garuda  Indonesia  (Persero)  Tbk
(“Perseroan”) menyampaikan Laporan
Informasi atau Fakta Material sebagaimana
dipersyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta
Material oleh Emiten atau Perusahaan
Publik (“POJK 31/2015"); dan (ii) Peraturan
Nomor I-E tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi (“Peraturan I-E")
sebagai berikut:

Nama Emiten / The Issuer Name
Bidang Usaha / Scope of Business

Dear Sirs,

We, on behalf of PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk (the “Company”) hereby
disclose to report an Information or Material
Fact as stipulated in (i) Financial Services
Authority  (“OJK") Regulation No.
31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of
Material Information or Facts by Issuers or
Public Companies (“POJK 31/2015"); and
(ii) Rule No. I-E regarding Obligation to
Submit Information (“Rule I-E”), as follows:

. PT Garuda Indonesia (Persero) Thk
: Jasa Angkutan Udara Niaga / Commercial Air

Transporation Services

1. | Tanggal Kejadian/
Date of occurrence

31 Agustus 2023

31 August 2023

2. | Jenis

atau Fakta Material/
Type of information
or material fact

pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat terhadap
Perkara Pembatalan
Perdamaian dalam Perkara
No. 5/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2023/PN.Niag
a.Jkt.Pst yang diajukan oleh
Greylag Goose Leasing
1410 Designated Activity
Company (“Pemohon”) dan
dalam Perkara Nomor:
6/Pdt.Sus-Pembatalan

Perdamaian/2023/PN.Niag
a.Jkt.Pst yang diajukan oleh
Greylag Goose Leasing

Informasi | Putusan Pengadilan Niaga | Decision of the Commercial

Court at the Central Jakarta
District Court regarding the
Case of Annulment of
Homologation Decision in

Case No. 5/Pdt.Sus-
Pembatalan
Perdamaian/2023/PN.Niag

a.Jkt.Pst filed by Greylag
Goose Leasing 1410
Designated Activity
Company (“Applicant”) and
in Case No. 6/PdtSus-
Pembatalan

Perdamaian/2023/PN.Niag
a.Jkt.Pst filed by Greylag
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1446 Designated Activity
Company (“Pemohon”)
(secara bersama-sama
disebut “Perkara”).

Goose  Leasing 1446
Designated Activity
Company (“Applicant”)
(collectively called
“Cases’).

Uraian Informasi
atau Fakta Material/
Details of
information or other
relevant  Material
Fact

Majelis Hakim dalam
Perkara telah membacakan
putusan perkara pada

sidang tanggal 31 Agustus
2023 dengan amar putusan
di bawabh ini:

1. Menolak permohonan
pembatalan perdamaian
Pemohon untuk
seluruhnya.

2. Menghukum Pemohon
untuk membayar biaya

yang timbul dalam
perkara ini sebesar
Rp1.590.000.

Dengan adanya putusan
tersebut, maka Perseroan

dinyatakan menang
terhadap Perkara yang
diajukan oleh para

Pemohon (Greylag Goose
Leasing 1410 Designated
Activity Company & Greylag
Goose  Leasing 1446
Designated Activity
Company).

Panel of Judges in the
Cases has read out the
decision of the cases at the
hearing on August 31, 2023
with the verdict as follow:

1. Reject the Applicant's
request to annul the
seftlement in its entirety.

2. Sentenced the Applicant
to pay the costs incurred
in this case amounting
to IDR1,590,000.

With this decision, the
Company was declared win
on the Cases submitted by

the Applicants (Greylag
Goose  Leasing 1410
Designated Activity

Company & Greylag Goose
Leasing 1446 Designated
Activity Company).

Dampak kejadian,
informasi atau fakta
material  tersebut
terhadap kegiatan
operasional,
hukum,
keuangan,
kelangsungan
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik/
The impact for such
information or
material fact
towards operational
activities, legal,

kondisi
atau

Putusan tersebut sekaligus
memperkuat ketetapan
hukum Perseroan terhadap

berbagai tahapan
restrukturisasi yang telah
dirampungkan, khususnya

melalui proses Penundaan

Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU), dimana
dalam prosesnya
Perseroan telah
mendapatkan persetujuan
mayoritas  kreditur  atas
usulan Perjanjian

The stipulation of this
decision also strengthens

the Company's legal
position  regarding  the
various stages of

restructuring that have been
completed, especially
through the Postponement

of Debt Payment
Obligations (PKPU)
process, in which the

Company has obtained the
approval of the majority of
creditors for the proposed
Settlement Agreement.
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financial condition | Perdamaian
or business
continuity of Issuer

or Public Company

yang disampaikan.

Lebih lanjut, tidak terdapat
dampak langsung terhadap
operasional

memastikan bahwa seluruh
operasional

There is no direct impact on
the Company's operational
activities. The Company
ensures that all operational
activities run normally.

Perseroan

kegiatan
Perseroan.
kegiatan
berjalan dengan normal.
5. | Keterangan lain- | -
lain/
Others

Informasi ini dibuat dalam versi Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal
terjadi perbedaan penafsiran informasi
diantara kedua versi tersebut, maka versi
Bahasa Indonesia akan menjadi rujukan
penafsiran dari ketentuan yang
dipersengketakan.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

DIREKTUR UTAM NT & CEO

Hormat kami / ]
PT GARUDA IND (PERSERO) Tbk

Garuda Indonesia

722N

JRFAN SETIAPUTRA

- P

)

Témbus-én Yth. / Cop‘y for.

This information is executed in Indonesian
and English version. In the event there is
any difference of interpreting the
information notified in both versions, the
Indonesian versions shall serve as
reference for interpretation of the disputed
provision.

In hereof we convey this information. We
thank you for your attention.

1. Departemen Pengawas Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa

Keuangan;

3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2, PT Bursa Efek Indonesia.



